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ABSTRAK

Pada era globalisasi ini, maka kebutuhan masyarakat semakin meningkat,
salah satunya adalah pada penggunaan kendaraan bermotor, ditambah dengan
penduduk yang relative berusia muda dan banyaknya jenis kendaraan bermotor
yang mengakibatkan.masalah keselamatan jalan yang semakin memburu. Sedikit
menjelaskan tentang kendaran bermotor, berdasarkan, Undang-Undang Republik
Indonesia No.22 Tahun 2009 Pasal 1 (10) kendaraan bermotor adalah kendaraan
yang digerakkan oleh peralatan Teknik yang berada pada kendaraan itu”.
Selanjutnya menurut “Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.44 Tahun
1993 tentang Kendaraan dan-Rengemudi' dalam Pasal 2 ayat (1) pengelompokan
kendaraan bermotor dalam beberapa jenis, seperti:‘kendaraan roda dua, roda
empat, dan kendaraan khusus.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah anak yang tidak memiliki
Surat izin Mengemudi (SIM) berdasarkan apa saja faktor terjadinya pelanggaran
lalulintas oleh anak yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) diwilayah
Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Serta bagaimana upayaan Kepolisian Resort
Kota Pekanbaru dalam Menanggulagi Pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh
anak yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SI1M):

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang dikelompokan
dalam jenis penelitian hukum sosisologis atau empiris maka langkah pertama yang
dilakukan adalah mengumpulkan data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan
penelitian terhadap data primer dilapangan atau sesuai dengan yang terjadi
ditengah masyarakat. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data
kualitatif yaitu dengan mengelola data primer.yang bersumber dari Polres Resort
Kota Pekanbaru:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang
dilakukan oleh anak dibawah umur masih sering terjadi dan faktor-faktor yang
menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah
umur yaitu faktor keluarga, faktor pendidikan, dsekolah dan faktor pergaulan atau
lingkungan, dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas
yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu kurang tanggapnya terhadap
pelanggaran, penindakan yang tidak maksimal, dan penindakan maksimal. Saran
dari penelitian ini antara lain adalah‘perlunya penyuluhan atau sosialisasi terhadap
masyarakat, campur tangan Kepolisian Dan Hakim dalam memberi Keputusan
terhadap anak yang adil dan berperikemanusiaan, pentingnya penambahan modal
transportasi umum dijalan-jalan kecil untuk mempermudah akses kejalan raya,
pentingnya peranan orangtua dalan pengawasan dan segala kegiatan anak
dilingkungan agar mendapat wawasan yang sesuai dengan prosedur dan
UndangUndang No.22 Tahun 2009 Pasal 77 tentang lalulintas dan angkutan
Umum Mengenai Surat 1zin Mengemudi (SIM).

Kata Kunci: Pelanggaran Lalulintas, Surat Izin Mengemudi (SIM), Anak
ABSTRACT



In this era of globalization, the needs of the community are increasing, one of
which is the use of motorized vehicles, coupled with a relatively young population
and the many types of motorized vehicles which result in increasingly hunting
road safety problems. To explain a little about motorized vehicles, based on the
Law of the Republic of Indonesia No. 22 of 2009 Article 1 (10) motorized vehicles
are vehicles that arerdriven by technical equipment.that is on the vehicle™.
Furthermore, aceording to “Government Regulation of the Republic of Indonesia
No. 44 of 1993 coneerning Vehicles and Drivers in Article 2 .paragraph (1),
motorized vehicles are classified into several types, such as: two-wheeled
vehicles, four-wheeled vehicles, and special vehicles.

The formulation of the problem-in this'study. is children who do not have a
driving license (SIM).'based on what factors are/the occurrence of traffic
violations by children who do not have a driving license (SIM) in the Pekanbaru
City Police Resort area. And how are the efforts.of the Pekanbaru City Police
Resort in Overcoming Traffic Violations committed by children who do not have a
driving license (SIM).

The research method used is research that is grouped in the type of
sociological orempirical legal research, the first step Is to collect secondary data,
then proceed with research on primary data in the field or according to what is
happening in the community. This research 1is classified as research with
qualitative data type, namely by managing primary data sourced from the Resort
Police of Pekanbaru City.

The results of this study indicate that traffic violations committed by
minors are still common and the factors that cause high' traffic violations
committed by minors are family factors; educational factors, school and social or
environmental factors, and the application of law. against criminal acts of traffic
violations committed by minors, namely the lack of responsiveness to violations,
non-optimal action, and maximum prosecution. Suggestions from this study
include the need for counseling or outreach to the community, the intervention of
the Police and Judges in giving decisions to children who are fair and humane,
the importance of increasing public transportation capital on small roads to
facilitate access to the highway, the impertance of the role of parents in
supervision and all activities of ‘children in the environment in order to gain
insight in accordance with procedures and Law No. 22 of 2009 Article 77
concerning traffic and public transportation regarding driving licenses (SIM).

Keywords: Traffic Violations, Driving License (SIM), Children
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ditambah dengan penduduk yang e berusia muda dan banyaknya jenis
kendaraan bermotor yang mengakibatkan masalah keselamatan jalan yang
semakin memburuk. Sedikit menjelaskan tentang kendaran bermotor, berdasarkan
UndangUndang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 Pasal 1 (10) kendaraan

bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan Teknik yang berada

! Salim. H.A. Abbas, 2002, Manajemen Transportasi, Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, Hal. 9.



pada kendaraan itu.? Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintahan Republik
Indonesia No.44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi dalam Pasal 2
ayat (1) pengelompokan kendaraan bermotor dalam beberapa jenis, seperti:
kendaraan roda duaj roda empat;.dan kendaraankhusus®,

Untuk mengoperasikan kendaraan bermotor tersebut sesuai fungsinya,
tentu saja memerlukan jalan. Berdasarkan: “Undang-Undang Republik Indonesia
No.38
Tahun 2004 Pasal 1 (5)*

Jalan adalah segala prasarana transportasi darat yang meliputi bagian
jalan, termasuk bangunan perlengkapan dan yang diperlukan bagi lalulintas yang
berada pada permukan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah,

dibawah permukaan atah/air, diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan
lori, dan jalan kabel.

Maka dari itu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.38
Tahun 2004 Pasal 1 (5) diadakanlah jalan umum bagi pemilik.kendaraan bermotor
pribadi, untuk mengoperasikan dan menjalankan kendaraan bermotor tersebut,
jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalulintas umum?.

Di Negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran terhadap tertib dijalan
umum masih rendah, sehingga-ditemukan.pelanggaran yang dilakukan pengguna
jalan terutama kendaraan bermotor misalnya menerobos rambu-rambu lalulintas,

hal ini yang merupakan faktor pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalulintas.

% pasal 1 ayat 10, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

® Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

* Pasal 1 ayat 5, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

® Pasal 1 ayat 5, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan



Berdasarkan “Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009
Pasal 1 (10) Lalulintas dan Angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang
terdiri atas lalulintas, Angkutan jalan, jaringan lalulintas dan angkutan jalan,
prasarana lalulintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan,
serta pengelolanya”. Jadi lalulintas dapat dikatakan sebagai gerak orang dan
kendaraan didalam lingkup lalulintas dan jalan®.

Dari _sinilah. pentingnya peraturan undang-undang lalulintas. Undang-
undang lalulintas merupakan hal yang harus dijunjung tinggi di setiap negara. Hal
tersebut, agar tidak terjadi pelanggaran lalu lintas, dan semua orang tidak akan
bertindak sewenang-wenang dan tidak memikirkan kondisi orang lain.

Pelanggaran yang seringkali dilakukan oleh anak, antara lain : seringnya
para pengendara sepeda motor tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan
bermotor (STNK) ataupun Surat I1zin Mengemudi (S1M), tidak-mengenakan helm
standar, menggunakan knalpot. rakitan/racing,.mengendarai kendaraan melebihi
muatan, melanggar rambu-rambu lalu lintas di jalan raya dan berkendara melawan
arah. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran ‘akan hukum masyarakat dalam hal
ini anak masih kurang, padahal serangkaian aturan yang dibuat demi menjaga
keselamatan masyarakat itu sendiri.

Sangat jelas bahwa pengaturan setiap orang yang mengendarain kendaraan
bermotor harus memiliki syarat-syarat tertentu sebagai diatur dalam Pasal 77
Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yakni:

1. Seluruh pengemudi kendaraan roda dua dijalan haruskan memiliki

SIM (Surat 1zin Mengemudi) sesuai jenis kendaraan yang dikendarai.

2. Surat izin yang dimaksud dalam ayat 1 terdapat dua jenis, sebagai

berikut:

a) SIM (Surat Izin Mengemudi) kendaraan pribadi
b) SIM (Surat 1zin Mengemudi) kendaraan umum

® pasal 1 ayat 10, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan



3. SIM (Surat 1zin Mengemudi) didapatkan dengan mempunyai keahlian
melalui pembelajaran dengan sendiri.

4. SIM (Surat 1zin Mengemudi) bagi angkutan umum didapatkan dengan
cara pendidikan serta pelatihan pengemudi angkutan umum.

5. Dalam ayat 4 pendidikan serta pelatihan pengemudi untuk angkutan
umum, hanya bagi yang telah memiliki. surat izin mengemudi
perseorangan’.

Kecelakaan lalulintas pada anak dengan menggunakan sepeda motor
sangat bersiko. Disebabkan karena masihi sangat labilnya jiwa bagi anak, lalai
serta tidak berhati-hati dalam mengemudi, sedikitnya pengetahuan terhadap aturan
lalu lintas, dan lainnya.® Anak yang belum memiliki surat izin.mengemudi(SIM)

dari kepolisian, tidak diizinkan mengendarai sepeda motor.

" Pasal 77, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

® Dina Lusiana Setyowati, Ade Rahmat Firdaus, Nur-Rohmah, 2018, Faktor Penyebab

Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kota Samarinda,

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Mulawarman, Samarinda, Hal. 330

Berdasatrkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 1. Dalam
pasal ini mengatur bahwa Setiap pengemudi kendaraan bermotor harus memiliki
surat izin mengemudi(SIM) sesuai kendaraan yang. digunakan”. Berdasarkan
“Undang-Undang No.22 Tahun' 2009 Pasal 81. Menjelaskan syarat usia
mendapatkan SIM. Untuk mendapatkan SIM C dan SIM A, pengemudi harus
berusia minimal 17 tahun. Sedangkan untuk mengurus SIM B1 minimal usia yang
dipersyaratkan adalah 20 tahun, SIM B2 minimal berusia 21 tahun’.

Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 281. Pasal ini

menjelaskan tentang ancaman bagi yang tidak memiliki SIM. Bahwa, pengemudi

" Pasal 77 ayat 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

10



yang tidak menunjukkan SIM bisa terjerat pidana kurungan penjara selama
maksimal 4 (empat) bulan, atau denda maksimal 1 juta rupiah®.

Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 310 ayat (4).
Disebutkan bahway jika dalam-berkendara tersebut menyebabkan kecelakaan yang
menimbulkan korban jiwa, ada ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun atau denda paling banyak 112\ (dua belas. juta rupiah)®; Dalam Undang-
Undang No.11 tahun 2011 tentang sistem Peradilan Anak terkait‘hukuman pidana
anak dalam kecelakaan lalulintas hingga menyebabkan hilangnya nyawa
seseorang dijatuhi sanksi pidana /> (setengah) dari_ancaman pidana yang diatur
dalam Pasal 810 ayat (4) yaitu 3 (tiga) tahun'®. Hal ini semata-mata diberikan
dengan tujuan untuk melindungi anak dari akibat buruk pidana penjara".

Dalam hal ini peran dari setiap penegak hukum serta dalam hal ini peran
orang tua merupakan hal-.yang sangat penting dalam .menentukan proses
penegakan hukum.dalam suatu Negara, karena citra hukum dari suatu negara akan
dilihat dari setiap tindakan yang dilakukan oleh para aparatur negara.

Suatu kenyataan bahwa tindak pindana terjadi di lingkungan masyarakat
selalu mengakibatkan dan berdampak kerugian yang tidak sedikit jumlahnya, baik

kerugian moril maupun kerugian barang®®. Di dalam KUHP, pidana itu terbagi dua

® Pasal 281, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

® pasal 310 ayat 4, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

1% Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak

1 Sudiro, Rahtami Susanti, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pada
Kecelakaan lalulintas yang Menyebabkan Matinya Orang, LLPM- Universitas
Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Jurnal Analisis, 184

12| ase Mardivon, 2015, Kepolisian dalam Mengendalikan Demontrasi di Wilayah

11
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yaitu, Kejahatan (missdriff) dan Pelanggaran (overtrading). KUHP tidak

memberikan ketentuan syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran.

Aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas mempunyai tugas dan

terselengga

lalulintas da
jalan®,
urang menyadari

as, di Indonesia

mana data tersebut sudah dijumlahkan dengan keseluruhan pelanggaran lalu lintas

terhadap anak pada tingkat SD sebanyak (249 pelanggar), pelanggaran lalu lintas
terhadap anak pada tingkat SLTP sebanyak (906 pelanggar), pelanggaran lalu

lintas terhadap anak dibawah usia 17 tahun sebanyak (510 pelanggar).

Hukum Polresta Pekanbaru, Jurnal Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 3
13 pasal 200 ayat 3 Huruf H, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

12
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Pelanggara

NO

JANUARI

FEBRUARI

oleh anak

USIA<17 TH

54

101

MARET

82

APRIL

53

MEI

13
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6 JUNI 48 8 20 20

7 JULI 95 17 11 67

4

10

11

aansl

12

22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari sebagian
banyak telah mendapatkan sanksi atas pelanggaran. Pelanggaran lalulintas
yang dilakukan oleh anak tidak dapat didiamkan dan dianggap remeh karena

anak merupakan generasi penerus bagi bangsa yang harus tumbuh dan

berkembang baik maupun secara fisik, mental serta lingkungan sosialnya.

14
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Masih banyak lagi anak yang mengendarai kendaraan tanpa memiliki

surat izin mengemudi yang belum di terlihat oleh aparat kepolisian. Dalam

hal ini Polisi Republik Indonesia bertugas sebagai penegak hukum dalam

B. Rumusan Masalah
Mengurai dari latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumusan

rumusan masalah yang dapat diteliti sebagai berikut :

1. Apa saja penyebab faktor terjadinya pelanggaran lalulintas oleh anak di

wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

15
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2. Begaimana upayan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam

menanggulangi pelangaran lalulintas yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

2. Manfaat

Ada

&l m Universitas Islam

Riau dan sela . @ ‘ fan:.

b. Dapat menjadi baha ‘ aligus kritik terhadap pemerintah,
orang tua, dan penegak hukum didalam menanggulangi kasus seperti ini.

c. Sebagai persyaratan penulis untuk menyelesaikan studi di jurusan ilmu
hukum bagian pidana. Dan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana

Hukum.

D. Tinjauan Pustaka

A. Faktor Penyebab Terjadi Kejahatan

16



1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi khususnya bidang sosiologi hukum pidana yang mengarahkan
studynya pada proses pembuatan dan bekerjanya undang-undang, dapat
memberikan sumbangannya yang besar dalam bidang sistem peradilan pidana
yang berupa penelitian tentang penegakan hukum, akan dapat digunakan untuk
memperbaiki bekerjanya aparat: jpenegak/ hukum  seperti untuk memberikan
perhatian terhadap hak™ terdakwa maupun korban Kejahatan, disamping untuk

perundang undangannya sendiri.**

H.M Ridwan dan Ediwarman, maka kriminologi dapat dibagi dalam dua
kajian, yaitu Kriminologi dalam arti sempit ialah_ilmu pengetahuan yang
membahas masalah masalah kejahatan mengenai bentuk bentuknya, sebab dan
akibat akibatnya, yakni dangan istilahnya : Phaenomenolog (bentuk bentuk
perbuatan jahat), Aetiologi (sehab-sebab kejahatan), Penologi (akibat kejahatan).

Kriminologi dalam arti luas ialah semua pengertian kriminologi dalam arti
sempit dan ditambah dengan kriminalistik. Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan
yang mempelajari cara agar menyelidiki perbuatan kejahatan atau pelanggaran
hukum, yakni meliputi: penyelidikan perseorangan misalnya pembicaraan lisan
secara langsung pada penjahat kepada saksi-saksi dan korban, penyelidikan
terhadap bekas sidik jari, ilmu racun, ilmu kedokteran kehakiman, dil.*

Apabila suatu perumusan tentang kejahatan. Sehingga para sarjana hukum

memberikan batasan tentang kejahatan yang digolo ngkan dalam tiga aspek,

14 Zulkarnain S, SH., MH, 2016, Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi, Al-
Mujtahadah Press, Pekanbaru, VVol. 55
> Ibid Vol. 49
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iyalah:*®

a. Yuridis

Menurut Moeljatno, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana

untuk dapa
tersebut te
b. Sosiol
Kejahatan sosiologis : '.. , endapat_bahwa manusia
sebagai ma / ; @ o atan masyarakat

yang menyi

Kriminologi ditemukan oleh seorang Amtropologi yaitu Paul Topinard untuk

pertama kali yang berasal dari Perancis, bahwa : Kriminologi ialah suatu cabang

'8 Arrasjid, Chainur, 1994, Suatu Pemikiran Tentang Pisikologi Criminal, Kelompok
Studi Hukum Dan Masyarakat, Fakultas Hukum USU, Medan
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ilmu tentang kejahatan. Kriminologi berdasarkan etimologinya berasal dari dua
kata, crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan.*’

Agar lebih dipahamin, ada seberapa pandangan dari ahli kriminologi,

bertujuan mene ‘ : Fa aC )ab  terjadinya

kejahatan dz

engetahuaan yang

ut Suntherland

" Zulfa, Topo Santoso Dan Eva Achjani, 2011, Kriminologi, Raja Grafindo Persada,
Cetakan Ketiga, Hal.11

18 Dirdjosisworo, Soedjono, 1985, Krominologi Tentang Pencegahan Sebab-Sebab
Terjadinya kejahatan, Politeja, Bogor

9 llyas, A.S Alam dan Amir, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books,
Makasar

20 Zulfa, Topo Santoso Dan Eva Achjani, 2011, Kriminologi, Raja Grafindo Persada,
Cetakan Ketiga, Hal.7
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kejahtaan. Agar berkembangnya hukum dilakukannya penyelidikan untuk

mencari faktor-faktor penyebab.

2. Sebab pelanggaran

Memnurut

tidak ada

hamya per

AENAE

T
4 -
2>
:

keiginanan u
Karenanya Pa

tentang manusia.

Michael dan A ala buatan dan sikap dari para
pelaku kejahatan secara meny gakibatkan diperlakukaan dengan
lembaga pengamanan mansyarakat®?

Wood mengemukakan kriminologi melingkup pelajaran yang diperoleh

dari orang yang melakukan kejahatan, berikatan dengan tingkah laku dan orang

2! Zulfa, Topo Santoso Dan Eva Achjani, 2011, Kriminologi, Raja Grafindo Persada,
Cetakan Ketiga, Hal.11
% Ibid, Hal 12
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yang melakukan kejahatan, dan pendapat masyarakat terhadap perbuatan
melanggar hukum.

Pendapat Noach kriminologi sebagai pelajaran terhadap perilaku tercela

kejahataan dengan

manurut

pemngetahuan yang bertujuan u
Dalam definisi krinminologi menurut W.A.Bonger kriminologi murni,

separti:®°

1. Antroplogi

% bid, Hal 12

2 Adang, Yesmil Anwar, 2013, kriminologi, PT. Reflika Aditama, Bandung Hal.5
% Ibdi, Hal. 7

% |bid, Hal.9-10
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lalah pelajaran tentang manusia yang jahat. llmu ini memberikan jawaban atas

pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda ras dengan

perbuatan jahat seterusanya.

2. Soiologi

masyarakat, artinya kenjahatan rhatian karena pengaruh perbuatan
tersebut yang disarankan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan
gabungan ilmu dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan mempelajari dan
menganalisis secara ilmiah keterangan, keseragaman, pola-pola dan faktor kasual

yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan secara tanggapan

masyarakat terhadap keduanya.

?" Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta, 2010). hal. 9
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Studi kriminologi Memnurut Topo Sentoso, meliputi :*®

Kejaahatan, pelaku kejahataan, sikap mansyarakat yang dituju baik terhadap

perbuatan manupun pelakunya.

patnya, dan

teori konflik.

ang

Pandangan buat jahat atau

didalam

du yang tidak

menlakukal

WAy

pemimpin dimasa depan, dengan sifat menuju dewasa dengan rasa ingin tahu yang
tinggi, maka dibutuhkan bimbingan. Melindungi anak Indoneesia berarti menjaga

bangsa indonesua, menuju masyarrakat yang adil dan makmur.*

% bid, Hal. 11

2 Atmasasmita, Romli, 1984, Bunga Rampai Kriminologi, Rajawali, Bandung, Hal. 33
%0 Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, Hal. 71
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Dalam hal ini permasalahan yang tepat adalah banyak para anak yang tidak

menaati peraturan lalulintas berupa tidak memiliki Surat lIzin Mengemudi

(SIM),tidak menggunakan hlem, dan sebagainya. Karena belum adanya kesadaran

Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan”32

Pengemnudi sepeda mnotor oleh anak mempunyai sifat yang tidak taat.

Suatu sikap di katakan berlebihan jika dibuat secara sengaja, berakibat kecelakaan

%! Moeljatno, 1998, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana,
Bina Aksara, Jakarta, Hal. 46

%2 Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi
dan Restorative Justice, PT Refika Aditama, Bandung, Hal. 33-34
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lalulintas karena tidak sabar dalam mengendarai,dan usaha untuk mempercepat

waktu.®

Mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak juga berarti

delinquenc
diperluas artinys di jahs aturan, pembuat
ribut, penga

Peri . - ::— : aka anak-anak muda,
merupakan

disebabkan " olet . : ﬂ Ja mereka itu

yang mengacaukan ketenteraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber
pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan

menteror lingkungan;

% Usman, Sunyoto, 2006, Kenakalan Remaja Perkotaan, Gadjah Mada Press, Yogyakarta,
Hal. 3

% Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 25
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Kenakalan anak tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendorong
anak melakukan suatu kenakalan atau dalam hal ini berupa perbuatan pelanggaran

lalu lintas. Latar belakang anak melakukan kenakalan, tentu tidak sama dengan

latar belakang oran 0.terjadinya kenakalan

\ ‘ HB““ .@a‘ memaparkan
| z

diri seseorang secara sadar atau ar untuk melakukan suatu perbuatan
dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang
menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu
perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat

kepuasan dengan perbuatannya.®

% Ernawati Waridah, 2017, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Bmedia,Jakarta,
Hal . 47
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Menurut Romli Atmasasmita, bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu:
motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik

adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai

a. Motivas
1. Fakto

Intel ndt dan Eisler
adalah kesan g 3 ang de gambil keputusan.

satu faktor yang

orang disekitarnya dalam hal ini pelanggaran lalu lintas. Faktor intelegensia
merupakan salah satu faktor pendukung anak melakukan suatu kenakalan®’
Kecerdasan anak mengenai wawasan berlalu lintas yang kurang dan

adanya sikap yang tidak disiplin dalam berlalu lintas, menjadi salah satu latar

% Atmasasmita, Romli, 1984, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks
Penegakan Hukum Di Indonesia, Rajawali, Bandung, Hal. 25
¥ Ibid, Hal. 26
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belakang seorang anak melakukan pelanggaran lalu lintas. Pada umumnya setiap
orang mengetahui mengenai mengenai peraturan tata cara berlalu lintas, tetapi

tidak sedikit pula pengendara kendaraan bermotor utamanya pengendara sepeda

1gga banyak terjadi

nNera 2 i ‘
. !w%‘.“ . elakaan lalu

Witz mengungkapkan “age is
importance faktor in the causation of crime” (usia adalah faktor penting dalam
sebab musabab timbulnya kejahatan). Dimana dalam hal ini usia anak dianggap
belum mampu untuk mengontrol emosinya atau emosi anak yang masih labil,

kematangan berfikir yang kurang sehingga belum mampu mengambil keputusan

% |bid, Hal. 27
¥ 1bid, Hal. 45
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dengan cepat, serta rasa tanggung jawab yang masih rendah. Hal ini dapat
menyebabkan anak melakukan suatu pelanggaran dalam hal ini pelanggaran lalu

lintas.*

mendapatkan penga Jari l gannya, baik itu pengaruh

yang baik atal

utama. Keluarga merupakan kelompok masyarakat yang terkecil, akan tetapi
merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak, terutama anak
yang belum mendapatkan pendidikan di sekolah. Oleh karena iti, keluarga
memilki peranan yang penting dalam perkembangan seorang anak. Keluarga yang

baik akan berpenaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang

40 Atmasasmita, Romli, Ibid, Hal. 48
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buruk akan menimbulkan pengaruh negatif pula. Karena anak sejak lahir dan
kemudian mengalami pertumbuhan memang dari sebuah keluarga, oleh karena itu
wajarlah bila faktor keluarga sangat berpengaruh bagi perilaku anak*

Anak akan' lebith  banyak menghabiskan waktunya berada di dalam
lingkungan keluarga, maka segala perbuatan yang dilakukan anak sebagian besar
merupakan pengaruh yang berasal ‘dari“keluarga. Pentingnya peran keluarga
terutama 'orangtua . bagi . perilaku dari seorang “anak dalam melakukan
kenakalan/pelanggaran. Dalam hubungannya dengan pelanggaran lalu lintas yang
dilakukan oleh anak juga dapat dipengaruhi oleh seorang anak. Orangtua saat ini
cenderung untu memenuhi keinginan anak yang seharusnya belum dapat mereka
gunakan, seperti- membelikan kendaraan bermotor untuk anaknya. Mereka lebih
mementingkan kehendak anak ataupun faktor ekonomi yang berkecukupan
sehingga kurang memperhatikan mengenai keselamatan anaknya sendiri.

Disiplin merupakan sikap dan perilaku patuh terhadap nilai, norma dan
juga moral yang berlaku di masyarakat. Sikap disiplin timbul karena adanya
pendidikan dasar dari orang tua sebagai sekolah pertama bagi anak, terutama
dalam penanaman sikap baik itu disiplin atau yang lainnya dan juga katakter hal
ini akan melekat hingga anak ini tumbuh dewasa. Seorang anak akan bersikap
sesuai lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat juga lingkungan sekolah.
Namun yang dirasa sangat penting adalah lingkungan keluarga yang mana anak
ini akan dididik dari usia dini. Dalam pengenalan-pengenalan baik itu nilai, norma

dan juga moral yang berlaku dimasyarakat ini haruslah ditanamkan sejak dini agar

1 Atmasasmita, Romli, Ibid, Hal. 50
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ketika berajak remaja hingga dewasa, anak ini telah terikat dengan hal-hal
tersebut. Termasuk dalam berada di jalan dengan aturan lalulintas, seorang anak

harus ditanamkan pengetahuan aturan lalulintas dan juga sikap disiplin utuk

atau dengan kate 3 3 p.pendidikan anak,
baik pendidika : [ : 1(? akter). Sekolah
adalah tempat pendidikan 2 _- Se -_ alrumah. Sekolah
sebagai lembaga pendic : ebutuhan dari
semua anak agar menghasi ajua h a yanng sehat
kepada anak

tersebut.*®

banyak diantara mereka masih dibawah 17 tahun sebagai salah satu syarat
mendapatkan SIM sesuai dengan UU LLAJ. Dari hasil penelitian dengan anak
yang ada di Kota Pekanbaru, alasan anak menggunakan kendaraan bermotor

karena kebutuhan mereka untuk ke sekolah, dimana jarak yang ditempuh cukup

*2 Budiman, Novita Indriani, 2017, Skripsi Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran

Lalulintas Yang dilakukan Oleh Anak, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
Makasar Hal. 49
* Ibid, Hal. 51
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jauh dan orangtua tidak memiliki waktu untuk mengantar maupun menjemput
anak, selain itu biaya yang dikeluarkan juga lebih hemat bila menggunakan

kendaraan pribadi dibandingkan dengan menggunakan kendaraan umum.

engenai  penggunaan

tersebut

juga ikut memperhati : Deri asehat kepada setiap
siswanya agar enda - ' a.tidak memenuhi
peraturan Ia ang ada, atau de a : elarang siswa
untuk men
dukung den( ) k ndaras _. ' '-: ang berfungsi untuk
mengantar d
anak kiranya de % enaati pe an lalu lintas yang

berlaku.*

anak dapat melakukan kenakalan/pelanggaran karena salah satunya faktor
lingkungan yang kurang baik atau lingkungan yang membawa pengaruh negatif
bagi anak tersebut. Dampak dari pergaulan yang negatif memberikan anak tekanan
dan memaksa pembentukan perilaku yang buruk krpada seorang anak dimana

dalam hal ini anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

* Ibid, Hal. 52
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Kesadaran hukum itu merupakan faktor dari diri seorang dan memiliki

indicator sebagai berikut*

1. Pengetahuan tentang Peraturan

mungkin

kepentinngan.ad alny: h positif tertulis
tertentu, ak
masyarakat.

2. Pengetah

dimaksud.
3. Sikap hukum

Apabila masyarakat sudah mengetahui peraturan dan memahami isinya,
maka dapat diduga bahwa ia akan bersikap sesuai dengan nilai yang dianut di
dalam aturan-aturan tersebut.

4. Perikelakuan hukum

** Abdullah, soejono soekanto & Mustofa, 1980, Sosiologi Hukum dan Msayarakat.
Rajawali. Jakarta, Vol. 96, Hal. 20
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Apabila warga masyarakat sudah mengetahui peraturan dan memahami
isinya, serta bagaimana sikap mereka terhadap peraturan, maka akan namapak

hukum. Perilaku hukum merupakan manifestasi dari kesadaran hukum yang relatif

2) Ada rasa keingina i ) gan lingkungan

3) Ada rasa

4) Sebagi : ok o 21 ungi hukum.

akukan oleh pihak kepolisian untuk
mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam
penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai dan
norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam
setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan/

pelanggaran, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan

*® M. Ali Zaidan, 2016, Kebijakan Kriminal, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 109 - 114
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terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun

ada kesempatan.

b. Pre-ventif

Upaya ini dila ika telah ] y penegakkan (law

enforecemen). .de berikan s: ' akukaan ialah
menghukum pa jahe dan dengan akuk 1ya serta mengubah
sikapnya ke ' W dilakukannya

adalah sikap ya

amtara praktis hukum ¢
yang ada seperti pemerintah maupun organisasi
kemasyarakatan. penjagaan penduduk dalam wujud keamanan swakarsa.*’

Konsep sebelum terjadinnya perbuatan jahat, menurut Purmiati lebih baik

mencegah dari pada menangulangi, dikarenakan sebagai berikut :*®

a. Pecegahan tidak rumit dan lebih ekonomi dibanding sudah terjadi

*" Darmawan, Purniati dan Moh Kemal, 1994, Mashab Dan Penggolongan Teori Dalam
Kriminologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 87
“ |bid, Hal. 89
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b. Tidak menimbulkan kerugian terhadap sitigma, pengasingan dan penjara
maaupun korban jika dicegah

c. Adanya usaha dalam mansyarakat dan menciptakannya rasa kekeluargan.

Dengan adanya pencegahan, dalam_ilmu kriminologi. terdapat 2 (dua) hal
pencegahan kejahatan depat berupa: pertaama, cara “morelistik” yaitu sistem
pencegahan perbuatan jahat_dengan’lebih: memusatkan kepada cara malakukan
pelajaran moral atau ahlak dan budi pekerti, agar mansyarakat tidak bertindak
tidak baik atau jadi korban terhadap tindakan jahat. Kadua, cara “aboilisionistik”
yaitu sistem pencegahan perbuatan jahat dengan menitik beratkan atau menghapus
factor-factor yang mengakibatkan timbulnya suatu perbuatan jahat.*’
2. Teori Penegakan Hukum

Prinsip dasar negara hukum ada tiga yaitu: supremasi hukum, persamaan
dimuka hukumy'dan penegakan hukum. Penegakan hukum,>®*dapat dikemukakan
pendapat dari Lawrence M.Friedman yang mengatakan berhasil atau tidaknya
penegakan dalam sebuah negara menciptakan perdamaian dan ketertiban
merupakan suatu keharusan. Hukum tidak diadakan begitu saja, namun memiliki
dasar-dasar yang kuat dari- kenstitusi. Begitu juga dengan penegakan hukum,
pastilah memiliki dasar hukum tertentu. Tujuan gabungan fungsi dalam kerangka
criminal justice system untuk menegakkan, melaksanakan dan memutuskan

hukum pidana.®® Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk

* Dirdjosisworo, Soedjono, 1983, Penanggulangan kejahatan (Crime Prevention),
Alumni, Bandung, Hal. 157

% Samsi, Siti Chomarijah Lita, 2009, Integritas Hakim, Cv Budi Utama, Yogyakarta, Hal.
51

*2 R. Muklis, 2011, Skripsi Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam Sistem
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mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut
tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di

dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat

&
wf Kd
”
ura
&

AN Ak

5.8
N
<

Dan pendapat lain menurut Soerjono Soekanto, penegakkan hukum adalah

Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,
Fakutus Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Hal. 222

53 Soekanto, Soerjono, 2013, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT
Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 45

> Khadir, Abdul, 2001, Etika Profesi Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 46

* |bid, Hal. 49

% Raharjo, Stjipto, 2008, Penegakan Hukum Suatu tinjauan sosial, Genta Publishing,
Jakarta. Hal. 8
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kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah
yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian
penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup.>’

Dalam berlakunya penegakan hukum juga memerlukan adanya kesadaran
masyarakat. Yang dimana . pengertian “dari 5 kesadaran masyarakat tersebut
merupakan tentang diri Kita sendiri, di dalam mana Kita melihat diri kita sendiri
yang berhadapan dengan hukum. Orang yang memiliki kesadaran hukum berarti
orang tersebut yakin akan cita-cita kebaikan yang setinggi tingginya. Keyakinan
itulah yang menjadi tempat bagi jalinan nilai-nilai bergumul dalam benak dan
sanubari manusia.” Manusia dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai
pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.
Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam-pasangan, misalnya
pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan
umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai
inovatisme dan seterusnya.

Di dalam penegakan ‘hukum, “pasangan nilai-nilai tersebut perlu
diserasikan; umpamanya, perlu menyelesaikan antara nilai ketertiban dengan nilai
ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan
nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Didalam kehidupan, maka

manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud kebahagiaan.

> Soekanto, Soerjono, 2013, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT
Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 5
%8 Erwin, Muhammad, 2012, Filsafat Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.
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Sama halnya dengan kesadaran hukum yang berkaitan dengan nilainilai yang
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat

mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai

hukum.

2. Struktur hukum diciptakan oleh sistem hukum yang mungkin untuk
memberikan pelayanan dan penegakan hukum.
3. Budaya hukum adalah ide, prilaku, keinginan, pendapat, dan nilai-nilai

yang berkaitan dengan hukum (positif atau negatif).

* Ibid, Hal. 7
% Soekanto, Soerjono, op.cit. Hal. 11
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Teori Friedman dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses
penegakan hukum dan melihat implementasi pelaksanaan di masyarakat, yaitu
dapat tidaknya peraturan hukum tersebut dilaksanakan. Penegakan hukum dapat

terlaksana dengan alui na. - fa d vah ini yang harus

hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan diskresi yang
menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat oleh kaidah hukum. Oleh

karena itu penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan peraturan

®! Fuady, Munir, 2003, Aliran Hukum Kritis, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, Hal. 46

40



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

perundang-undangan, walaupun di dalamnya Indonesia kecenderungan demikian

sehingga teori penegakan hukum begitu terkenal dan fenomenal.®

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, untuk menjamin

memberikan penge
antara lain:
Menurut Ernawati Warida am Kamus Besar Bahasa Indonesia

tahun 2017 Analisis adalah mencari suatu peristiwa (karangan, peristiwa, dan

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.®

%2 Ahmah, 2007, Hukum Persaingan Usaha, Cv Social Politic Genius, Makasar, Hal. 38
% C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar llmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, Hal. 40

8 Ernawati Waridah, S.S., 2017, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Bmedia,
Jakarta, 17
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Ilmu yang mendalami kejahataan tentang peristiwa umum sehingga pelaku
kejahatan tidak dapat melepaskan diri dari keadaan sosial, maknanya tindakan

tersebut dipengaruhi oleh perbuatan kejahatan, yang dianjurkan dalam hubungan

perundang

di atas mak

hewan dijalan. Meskipun beberapa peraturan telah dibuat tetap saja terjadi
pelanggaran ~ bahkan  mengakibatkan  terjadinya  kecelakaan.  Dalam
“UndangUndang No 22 tahun 2009 didefinisikan lalulintas sebagai gerak

kendaraan dan orang di ruang lalulintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan

% Dr. Aroma Elmina Martha, SH, MH. 2020, Kriminologi : Sebuah Pengantar, Buku
Litera, Yogyakarta, Hal. 2
% poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 67
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ruang lalulintas jalan adalah fasilitas gerak kendaraan, orang, barang yang berupa
jalan dan fasilitas pendukung”.

Dalam pengertian Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1, anak

m dewasa dan

yang menja wasa diaki , asih belum dewasa)

Tugas Polisi lalu lintas mengawasi, menjaga agar transportasi berjalan
dengan lancar dan efisien, hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Satjipto

Rahardjo. Satjipto Raardjo berpedapat bahawa penegakan hukum iyalah bentuk

¢ Hamzah, Andi, 2009, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 10

% Kusuma, Mulyana W., 1986, Hukum dan Hak-Hak Anak, CV. Rajawali, Jakarta, Hal.
69

"0 Efendi, Bahtiar, 1981, Sejarah Kepolisian Republik Indonesia, Jurnal Analisis, UGM,
Yogyakarta, Hal. 31
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usaha dalam mewuyudkan usaha dan konsep menjadi kenyataan’* Berdasarkan

“Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolian Negara Repubik Indoneia

dalam Pasal 1 angka 1 kepolisian merupakan segala hal yang menyangkut dengan

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

2. Data yang digukanan serta sumbernya data Dalam penelitian ini penulis

memakai dua sumber yaitu :

™ Rahardjo, Sarjipta, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi,
Rajawali Perss, Jakarta, Hal. 40

"2 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan: Research and Development: Untuk
Bidang: Pendidikan, Manajemen, Sosial, Teknik Cet.l; Bandung: Alfabeta, 2015, h. 21
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a) Data Primer

Data primer ialah data yang didapat secara langsung dari objek

pertama yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.”

3. Lokasi

Lokasi pene ] [ _H ah n Rsesor Kota
Pekanbaru, nak di wilayah
hukum Kep ota lainnya yang
berada d polisian Resort Kota
erada di pro yepe
Pekanbaru mert , dal menjadi pusat kota

o S

4. Populasi dan Sampel
Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek

yang mempunyai sifat-sifat umum. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.

™ Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, Hal. 30
™ Marzuki, 1983, Metodologi Riset, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, Hal.56
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Lebih jelasnya,” menjelaskan bahwa Populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karaktristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.

ini di gunakan
sesuai deng at-sifat atau ciri- Ses lenga han peneliti maka
sampel yang 14 Pekanbaru

yang dipilih an da ) an vditent dasarkan teknik

tertentu”.
Table 1.2
Populasi dan Sample
No Objek Populasi Sample

" Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
Hal. 119-121.
® Asrof Safi'i, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jurnal Analisis Surabaya: eLKAF,
2005, hal. 134

46



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

1. | Kepala SATLANTAS Resort 1 Orang 1 Orang
Kota Pekanbaru

2 | Siswa-siswi SMAN 14 72 Orang 8 Orang

an penelitian ini
ra. Wawancara
awab) dengan

beberapa re ' ang di KU Jan atas pertanyaan

permasalahan po ‘&' atkan dalam hal wawancara

asan gan suatu uraian kaliamat,

. Y.
maka dapat di sajikan berup t ‘ h
\ae

kemudian memberikan penjelasa dalam dari akar permasalahan dan
hal itu mengkaitkan nya kepada pendapat beberapa ahli serta peraturan

perundangundangan yang saat ini masih berlaku, hasil berupa penelitian orang lain

" Yunus, Hadi Sabari. 2010. Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer. Jurnal
Analisis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
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kemudian, penulis menarik kesimpulan dengan sebagai cara menggambarkan

kesimpulan dari seseuatu yang umum ke yang spesifik’

™ Farhan, 2020, S 3 kum Terads .

Peraturan Daerz : omar 7. Tahun 20 saha Temapat
Usaha (Studi di Ke e :
Pekanbaru, Hal.

A. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalulintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah,
tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang,
atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman

hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Moeljatno mengemukakan bahwa
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pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui
setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik
dengan adanya ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Tidak
dapat dikatakan pelanggaranibila tidak ada aturan'yang melarang’® Apapun alasan
pembenar antaran kejatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih
ringan dari kejatan. Hal ini dapat-diketahui:dari ancaman pidana pada pelanggaran
yang tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi pidana kurungan dan denda,
sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Lalu lintas menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai
perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain”® Adapun dalam
“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan adalah
satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu
lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan,
pengemudi, pengguna jalan, seria pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak
kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan™.

Kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan
untuk menjadi pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan “Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu
lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksaannya, baik yang dapat ataupun tidak

dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas.

® Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 71
" poerwadarmita, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pusat, Jakarta, Hal. 556

49



Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan
ruang lingkup hukum pidana yang diatur”.

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) akan tetapi ada.yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam
KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya sesorang (pasal 359),
karena kealpaannya menyebahbkan orang dain, luka berat, dan sebagainya (pasal
360). Suatu perundang-undangan pada hakikatnya  merupakan pencerminan
kehendak pemerintah dan masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan suatu
mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk
melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, bahkan
memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah
dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993 menjelaskan bahwa,
“Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam
menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yakni
Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut peraturan
pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993”.

Adapun peraturan “Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dibuat karena adanya tujuan yakni: Terwujudnya
pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan
terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional,
memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa,

serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, Terwujudnya etika berlalu lintas
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dan budaya bangsa; dan Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum

bagi masyarakat”.

Hal di atas dapat diketahui bahwa sopan santun dan taat aturan berlalu

pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu-Rp. 1 juta.
Sedangkan jenis-jenisnya mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat
berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.
3. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang masuk Kkategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang

satu ini adalah pidana maksimal 15 hari-2bulan atau denda maksimal Rp. 100
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ribuRp.500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu
memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai plat nomor
kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan peseped.

Lalu, kendaraan bermetor_yang tidak.memenuhi Syarat teknis, kendaraa
bermotor yang tidak layak jalan, melanggar rambu lalu lintas, melanggar alat
pemberi isyarat lalu lintas, melanggar hatas kecepatan maksimal dan minimal, dan
tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan. Selanjutnya, tidak dilengkapi
dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala, tidak memasang
segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat
berhenti atau parkir dalam keadaan darurat, dan angkutan barang khusus yang
tidak memenuhi-ketentuan tentang persyaratan keselamatan. Selain itu, angkutan
umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan,
angkutan umum tidak punya izin trayek dan izin barang khusus, mengganggu
fungsi rambu, marka jalan, dan alat pengaman pengguna jalan, dan tidak masuk ke

terminal.®

Pelanggaran lainnya adalah mobil tidak tidak dilengkapi ban cadangan,
segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan tidak mematuhi perintah yang
diberikan oleh petugas kepolisian. Lalu, motor tidak memenuhi persyaratan teknis
dan layak jalan meliputi spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk
arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur

ban. Selain itu, melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan

% Lucky, “Berita Terkini : Keselamatan Jalan” http://rsa.or.id/ini-klasifikasi- pelanggaran-
lalu-lintas-di-indonesia (Diakses pada 5 Januari 2022, pukul 13:00)
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parkir, melanggar ketentuan penggunaan atau hak utama yang menggunakan alat
peringatan dengan bunyi dan sinar, serta melanggar aturan tata cara
penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Masih adaclagi, yakni-tidak dapat menunjukkan Surat 1zin Mengemudi
yang sah, pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang
tidak mengenakan sabuk keselamatan, ‘[dan:pengemudi dan penumpang kendaraan
selain motor yang tidak dilengkapi rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk
keselamatan dan mengenakan helm. Kemudian, mengemudikan motor tidak
mengenakan helm standar nasional Indonesia, mengemudikan motor membiarkan
penumpangnya tidak mengenakan helm, mengemudikan motor yang mengangkut
penumpang lebih dari satu, dan mengemudikan kendaraan tanpa menyalakan
lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu.

Lalu, membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan
lampu penunjuk arah atau isyarat tangan dan berpindah lajur atau bergerak ke

samping tanpa memberikan isyarat.**

Pelanggaran yang lainnya adalah angkutan umum yang tidak menggunakan
lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat
akan mendahului atau mengubah arah. Lalu, tidak memberhentikan kendaraannya
selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang. Tidak menutup pintu
kendaraan selama berjalan, dan angkutan barang yang tidak menggunakan

jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan. Selain itu, angkutan

8 Lucky, “Berita Terkini : Keselamatan Jalan” http://rsa.or.id/ini-klasifikasi-
pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia (Diakses pada 5 Januari 2022, pukul 13:00) ®
Ibid

53



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

orang tidak sesuai trayek, berhenti selain di tempat yang telah ditentukan,
mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian. Kemudian,

mobil barang untuk mengangkut orang, menaikkan dan/atau menurunkan

TSRS 5473 A en’ Perjalanan.
--m o an kendaraan

ditarik, me alan lain..®

Dari be ana disebutkan

2 EE

Indonesia telah
lalu lintas baik

eselamatan para

WANa

lalu lintas akibat

lintas menurut pasal 291 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di bawah
Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan termasuk kategori
pelanggaran ringan karena kriterianya adalah pidana maksimal 15 hari-2 bulan

atau denda maksimal Rp.100.000-Rp. 500.000.
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b. Ketentuan Hukum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam Undang-Undang Nomor “22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas di

jalan yang dikategorikan_sebagai pelanggaran laluclintas, ketentuan-ketentuan

sebagai mana o Jalam pe J ana kurugan paling
lama 2 (d ima ratus ribu

rupiah).

Setiap orang ye me ( div Jalan yang tidak

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak
memiliki Surat 1zin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1)
dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.

1.000.000. 00 (satu juta rupiah).
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Pasal 283
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar

dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang

knalpot dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3)
juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama
1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah). (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat
atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca

spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas, dimensi badan

kendaraan, lampu gandengan lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul

56



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

cahaya, alat pengukur kecepatan, dalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper,
penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam

pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 2 (du 00.000,00 (lima ratus

ribu rupi “‘\““ ..‘.
-
(1) Setiap ¢

mengenakan

helm standgz al 106 ayat (8)

dipidana de denda paling
banyak Rp.
(2)Setiap membiarkan

AN ALNAE

pasal 106 ayat

atau denda paling

A
o)
N\
-'.'

Pasal 293

Setiap orang yang meng Q

& LIS N
lampu utama pada malam ha chs sebagimana dimaksud dalam
pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan

atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 294
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau

berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat
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sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 (satu) bulan atau denda paling

banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297

Pasal 30 3 mengemudika - ap orang Umum
angkutan
mengetem, I an [ mpang  se smberhentian, atau
melewati jalan_sels tentukan dala yagaimana dimaksud
dalam pasal J Na T ’ a 1 (satu) bulan atau

denda paling

pDlen ]
(SIM) menjadi fokus pe ' % h @}-

_ [Qw _
Sangat jelas bahwa penge orang yang mengendarain kendaraan
bermotor harus memiliki syarat-syarat tertentu sebagai diatur dalam “Pasal 77
Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yakni:®®

1. Seluruh pengemudi kendaraan roda dua dijalan haruskan memiliki SIM
(Surat Izin Mengemudi) sesuai jenis kendaraan yang dikendarai.

8 pasal 279, 280, 281, 283, 285, 291, 293, 294, 297, 302, Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

8 pasal 77, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
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Surat izin yang dimaksud dalam ayat 1 terdapat dua jenis, sebagai berikut:
SIM (Surat 1zin Mengemudi) kendaraan pribadi

SIM (Surat 1zin Mengemudi) kendaraan umum

SIM (Surat Izin Mengemudi) didapatkan dengan mempunyai keahlian
melalui pembelajaran dengan sendiri.

SIM (Surat 1zin' Mengemudi) bagi angkutan.umum didapatkan dengan cara
pendidikan serta pelatihan pengemudi angkutan umum.

7. Dalam ayat 4 pendidikan serta pelatihan pengemudi untuk angkutan
umum, hanya bagi yang telah memiliki surat izin mengemudi
perseorangan’’.

a LD

S

Anak yang belum*memiliki surat izin mengemudi(SIM) dari kepolisian,
tidak diizinkan mengendarai sepeda motor. Berdasatrkan Undang-Undang No.22
Tahun 2009 Pasal 77 ayat 1. Dalam pasal ini mengatur bahwa Setiap pengemudi
kendaraan bermetor harus memiliki surat izin mengemudi(SIM) sesuai kendaraan
yang digunakan®. Berdasarkan Undang-UndangNo.22 Tahun 2009 Pasal 81.
Menjelaskan syarat usia mendapatkan SI1M. Untuk mendapatkan SIM C dan SIM

A, pengemudi harus berusia minimal 17 tahun. Sedangkan untuk mengurus SIM

B1 minimal usia yang dipersyaratkan adalah 20 tahun, SIM B2 minimal berusia
21 tahun.®

Dalam Undang-Undang No0.22 Tahun 2009 Pasal 281. Pasal ini
menjelaskan tentang ancaman bagi yang tidak memiliki SIM. Bahwa, pengemudi
yang tidak menunjukkan SIM bisa terjerat pidana kurungan penjara selama

maksimal 4 (empat) bulan, atau denda maksimal 1 juta rupiah.®®

8 pasal 77, Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

% pasal 81, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

8 pasal 281, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
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Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 310 ayat (4).
Dikatakan bahwa, Jika dalam berkendara tersebut menyebabkan kecelakaan yang

menimbulkan korban jiwa, ada ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam)

seseorang ‘dijatuhi sa ida ar aman pidana yang diatur
dalam Pasa ' ' E : ata-mata diberikan

dengan tuju

kepada setiap anggota POLRE. berhadapan keadaan yang dapat
mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya polisi lalu lintas pun

harus

8 pasal 310, ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang sistem Peradilan Anak terkait
hukuman pidana anak

60



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

bertindak”.%®

a. Tugas polisi lalu lintas

Polisi lalu lintas adalah bagian dari polisi kota dan mewujudkan susunan

1) Mengelug

2) Mengelua

bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan patrol lalu lintas dan
represif yaitu perindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dan

penyidikan kecelakaan lalu lintas.

8 Satrio Aji Hadisuwito, 2020, Skripsi Faktor — Faktor Terjadinya Kecelakaan Lalulintas
Di Wilayah Polres Temanggung, Jurnal Analistik, Universitas Muhammadiah Magelang,
Magelang, Hal. 29

% http://ml/.scribd.com/doc/58869746/Tugas.polisi-lalu-lintas ( Dikunjungi pada 5 Januari
2022, Pukul 13:00)
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b. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (Police Trafic Education).
c. Enjinering lalu lintas (Police Trafic Enginering).

d. Registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaarn bermotor.

untuk menegakkannya, hal ini te gl sabjek penegakan hukum. Jadi dari
segi subjeknya dapat diartikan sebaagai ketertiban semua subjek hukum dalam
setiap kaitan hukum untuk penegakamn hukum. Selanjutnya penegakan hukum
objeknya dapat dibedakan dalanm arti luas dan sempit. Penegakan hukum dalam

arti luas berarti penegakam hukum yang didalam nya terdapat nilai keadilan yang

% Nanang, Ramla, 1993, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin
Penegakan Hukum Dalam Lalulintas, Bina Ilmu, Surabaya, Hal. 26
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hidup ditengah masyarakat dan nilai keadilan yang terkandung dalam hukum
formal. Penegakan hukum dari aspek objkenya dapat diartikan berupa penegakan

hukum yang didalamnya terdapat aturan yang tertulis atau formal.*

Penegakan® hukum merupakan proses untuk' tegak dan berfungsinya
normanorma hukum secara nyata sebagai patokan prilaku dalam lalulintas atau

hubungan hukum kehidupan datam masyarakat dan bernegara.®

Aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas mempunyai tugas dan
peranan yang penting sebagai pencegah dan penanggulangan setiap peristiwa atau
perbuatan pemakai jalan yang melanggar ketentuan lalu lintas. UULLAJ Nomor
22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia
bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan

memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.*

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan
dan penegakan hukum diseluruh wilayah Negara. Dalam Kamus Besar Bah asa
Indonesia, polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara
keamanan dan ketertiban umum ( menangkap oranng Yyang melanggar
undangundang dan sebagainya)..*

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia Polisi adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi

%2 K, Arifin Leonardo Sambas, 2016, Teori-teori Klasik dan Kontemporer, Ghalia
Indonesia, Bogor, Hal. 131

% Sugino, Edi, 2014, Skripsi Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Oleh Satuan Polisi Pamong
Praja, Jurnal Analisi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Hal. 23

% pasal 200 (3) Huruf H, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan

% https://kbbi.web.id/polisi, (Diaskses pada 19 Juni 2021, Pukul 20:00)
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dan lembagapolisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang-

Undang

Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Pasal 1 (1), 2017).%

serta memberika : : da masyarakat
dalam rang
2) Kepolisi: a Republi -';:' _- : :;'_' K an' Nasional yang
merupakan esatuan da ;:‘.. _..:: Dera agaimana dimaksud

dalam pasal ¢

penegakan hukum di bidang lalu lintas™
Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

23 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat kepolisian

% pasal 1, Aya 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

%" pasal 5, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

% https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/perkap-no-23-tahun2010.pdf,
Diakses pada 24 Juli 2021 pukul 13.41)
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resort dan kepolisian sektor pasal 1 angka (5) disebutkan bahwa Kepolisian Resort
yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polisi

Republik Indonesia di wilayah kabupaten/kota yang berada dibawah Kepala Polisi

Daerah.®

0,

Republi

»

Kerja pade
fungsi sebai
a. Pembing

b. Pembing

Seanaty

Dikmas
gka penegakan

lintas

kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin
Kamseltibcarlantas di jalan raya pengguna jalan; dan
f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat

g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

% https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/perkap-no-23-
tahun2010.pdf, Diakses pada 24 Juli 2021 pukul 13.41) ** Ibid
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Berdasarkan pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja pada

tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan

tugasnya.

*100

pembi
masala
rangka
pemeli

b. Urusan

melakukan pembinaan partisipa arakat dan Dikmaslantas;

e. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani
administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
dan lalu

f. Unit Kecelakaan (Unitlaka) yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas

dalam rangka penegakan hukum.

100 | hig
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Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan

dan penegakan hukum diseluruh wilayah Negara. '

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi diartikan sebagai badan
pemerintah yang« bertugas memelihara keamanan dan wketertiban umum (
menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya)

Perbincangan masalah«hukum: seakan, tiada habisnya apalagi kondisi
penegak hukum di Indonesia dianggap terpuruk atau pada titik nadir. Terpuruknya
penegakan ini-menunjukkan adanya penyimpangan asas equality before the law

dan pengingkaran-pengingkaran atas keluhuran fungsi hukum.'°*%3

Secara konsepional, maka inti dari penegkan hukum terletak pada kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam di dalam kaidah-kaidah
yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran
nilai tahap akhir, untuk ssmenciptakan, memelihara, dan  mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup.'®*

Dalam arti luas penegakan hukum dari segi subjeknya dapat diartikan
sebagai ketertiban seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk
penegakan hukum. Selanjutnya penegakan hukum dari sudut pandang objeknya
atau hukum itu sendiri juga dapat dibedakan dalam arti luas dan sempit.
Penegakan hukum dalam arti luas dapat berarti penegakan hukum yang mencakup

atau meliputi nilai-nilai keadilan yang dalam hidup ditengah masyarakat dan nilai-

191 (https://redaksisulut.com/peran-polisi-dalam-memelihara-keamanan-dan-ketertiban/,

Diakses pada 24 Juli 2021 pukul 13.41)

192 \Waluyo, Bambang, 2016, Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.
103

104 gpekanto, Soerjono, 2016, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Rajawali Press, Jakarta, Hal.5
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nilai keadilan yang terkandung dalam hukum formal itu sendiri. Penegakan hukum

dari aspek objeknya dalam arti sempit dapat diartikan sebagai penegakan hukum

yang sebagaimana tertuang dalam aturan yang tertulis atau formal.’®

UndangUnoa : 002 Keplolisian a.Re K Indonesia Pasal
13 mengent ketertiban dan

keamanan perlindungan,

upaya untuk menggapai menjadi kenyataan. *®®

105K, Arifin Leonardo Sambas, 2016, Teori-teori Klasik dan Kontemporer, Ghalia
Indonesia, Bogor, Hal. 131

1% sygino, Edi, 2014, Skripsi Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Oleh Satuan Polisi Pamong
Praja, Jurnal Alaisis, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Hal. 23

197 pasal 13, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang tugas dan wewenang polisi
108 Rahardjo, Sarjipta, 1993, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi,
Rajawali Perss, Jakarta, Hal. 24
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Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jallan diaturnya tugas dan fungsi Polri terdapat 9 (sembilan)

h.109

hal, iala

1. Menguji g

penanggulangan kejahataan secara tepat.
Pada struktur masyarakat polri bertugas dalamn mengegakan dan menjaga,

serta memiiliki tanggung jawab inti dalam memelihara ketertiban penduduk baik

19 pasal 12, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulinas dan Angkutan
Jalan
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dalam bentuk upaya kejahatan maupun pencegahan kejahatan. Agar masyarakat
bisa hidup dan beraktifitas dalam keadaan damai dan sentosa.**

Perbincangan masalah hukum seakan tiada habisnya apalagi kondisi

dan tertib, atau"t tak Al atertiban kehidupan

masyarakat

a. Harus dit

tugas kepolisian me .t~ an, pengawalan dan patroli,
pendidikan masyarakat da ‘ as, registrasi dan identifikasi
pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan

hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan

10 Efendi, Bahtiar, 1991, Sejarah Kepolisian Republik Indonesia, Jurnal Analisis, UGM,
Yogyakarta Hal. 1

' Waluyo, Bambang, 2016, Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.
112

'3 Harahap, M. Yahya, 2012, Pebaasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan
Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 76
4 Hamzah, Andi, 2005, Penegakan Hukum Likungan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 48

70



kelancaran lalu lintas.."*

Perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin
meningkat berdampak pada sarana dan prasarana pendukung moda transportasi
yang berimplikasi terhadap timbulnya permasalahan lalulintas yang semakin
kompleks. Pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor berkembang dengan
pesat bila tidak diimbangi panjang jalan yangimemadai, keterampilan berkendara
dan disiplin berlalu lintas bagi pemakai kendaraan bermotor dan pengguna jalan
lainnya berakibat pada tingginya pelanggaran lalu lintas dan tingkat kecelakaan
lalu lintas menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan.**°

Dalam upaya menekan dan memecahkan berbagai masalah lalu lintas telah
dilakukan secara persuasif, edukatif dengan himbauan-himbauan baik melalui
media elektronik maupun cetak serta melalui pencegahan bahkan pada upaya
penegakan hukum yang telah dilaksanakan belum membuahkan hasil yang
optimal. Masalah lalu lintas bukan semata-mata tanggung jawab Polantas sendiri
tetapi merupakan hubungan fungsional, saling terkait dan bersama-sama antar
stakeholders (pemangku kepentingan) dan masyarakat.*'’

Sesuai dengan misi Polantas adalah “melindungi, mengayomi dan melayani
masyarakat melalui kegiatan Pendidikan Masyarakat lalu lintas, penegakan hukum

lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan

5 http://ml/.scribd.com/doc/58869746/Tugas.polisi-lalu-lintas  (  Dikunjungi pada 5
Januari 2022, Pukul 13:00)

16 Kristiano, Suriana Supriatna, 2019, Perkembangan Sarana Prasarana Transportasi
Dalam Hubungan dengan tingkat Perekonomian Masyarakat Di Desa Kolag Kecamatan
Kuwus Barat, Jurnal Geografi Gea, Jurnal Analisis, Nusa Tenggara Timur, Hal. 138

Y7 http://ml/.scribd.com/doc/58869746/Tugas.polisi-lalu-lintas  ( Dikunjungi pada 5
Januari 2022, Pukul 13:00)
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bermotor dan pengemudi di jalan. Pada bagian pengkajian masalah lalu lintas
merupakan salah satu upaya membangun kemitraan dan membangun kesadaran

berlalu lintas para pengguna lalu lintas diantaranya dengan melakukan berbagai

normanorma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Hasil wawancara penulis dengan aparat kepolisian yang berada dibagian

Satlantas Polres Kota Pekanbaru untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu

118 http://ml/.scribd.com/doc/58869746/Tugas.polisi-lalu-lintas ( Dikunjungi pada 5
Januari 2022, Pukul 13:00)

9 1bid

120 Alam, A.s dan llyas, Amir, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books,
Makasar, Hal. 78 - 80
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lintas yang di lakukan oleh anak mengatakan bahwa upaya yang dilakukan ialah
dengan memberikan sosialisasi setiap hari senin disetiap pelaksanaan apel/upacara

ke tiap-tiap sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA yang berada di Kota

ini, mereka
pentingnya

melakukan

masyarakat mer i i "" | a .'1;" e alisasi ke tiap
sekolah dan
anak yang bera _ 3 : ar ingnya menaati

peraturan lal

dilakukannya kejahatan.

Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan berjaga
pada setiap pos keamanan yang berada di jalan-jalan, upaya ini dianggap efektif
dalam hal menutup kesempatan bagi para pengguna (dalam hal ini anak) jalan
yang tidak memiliki surat-surat untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor di

jalan. Selain itu juga dilakukan beberapa operasi yang diperintahkan oleh atasan
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mereka untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang akan terjadi seperti

patroli rutin yang dilakukan tiap hari pada jam-jam tertentu, operasi secara

berkala.

all ﬁl
o
=4
o
w:'
e
o
poli
o

ran lalu lintas,

2bagai tanda bukti penyitaan

untuk menghadiri sida ’ 3 i, Se
g™

atas barang yang disita oleh piha Sanksi ini diberikan sebagai langkah
hukum guna memberikan efek jera terhadap anak yang melakukan pelanggaran
lalu lintas sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatan pelanggaran tersebut.
Upaya pre-emtif, preventif dan represif yang dilakukan Aparat Kepolisian
Resor Kota Pekanbaru diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga

mendatangkan rasa aman dan nyaman saat berada di ruang lalu lintas, walaupun

dalam hal ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara
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menyeluruh dan langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap anak
yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas, sehingga perlahan akan mengurangi

jumlah pelanggaran lalu lintas, sehingga perlahan akan mengurangi jumlah

kepolisian' dalam qiatan-keai: '

S LY

penegakan
a. Faktor h

Pra alanya terjadi

Ay

disebakan oleh

tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan
hukum bukan hanya mencakup Law Enforcement, namun juga peace
maintenance, karena

penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai

kaidah dan pola prilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

121 Spekanto, Soerjono, 1996, Kejahatan Penegakan Hukum di Indonesia, Rajawali Press,
Jakarta, Hal. 8
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b. Faktor penegak hukum
Yang dimaksud yakni adalah pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum. Seperti Polisi, Jaksa, Pengacara dan Hakim. Fungsi hukum,

kedudukan posisi tertentu

didalam ke a, atau rendah.

Kedudukan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 72
memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun dan Pasal
283 ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak adalah belum
mencapai 17 (tujuh belas) tahun, sementara Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPerdata), mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum
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mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin

dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.'?

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang

umur 18 (delapan belas) dalam pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak anak yang telah
diratifikasi dengan UU Nomor 5 tahun 1998.

2. Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

122 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

123 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

124 Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

125 R Wiyanto, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
Hal. 12
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Untuk memberikan arti dari frasa “Termasuk anak yang masih dalam
kandungan” dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014

tentang perlindungan anak agar dikaitkan dengan pasal 2 KUH Perdata yang

ng ada dalam eorang perempuan,

ARLLA S AR

si  anak

Pasal 1 angka 1 bahwa Siste adilan Pidana Anak yang diatur dalam
Undang-undang nomor 11 tahun 2012 adalah sistem mengenai  proses
penyelesaian perkara”anak yang berhadapan dengan hukum”.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh “Undang-

undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas :

126 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
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1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka
3)

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak
korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang
mengalami penderitaan‘fistk, mental;dan/atau kerugian--ekonomi yang
disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4)

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidanayang selanjutnya disebut anak saksi
adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,  penuntutan dan
pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu parker pidana yang didengar,

dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5)**’.

Menurut penulis, frasa “anak yang berhadapan dengan hukum” dalam
Pasal 1 angka 2 diambil dari ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal berikut:
1. Pasal 59 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,
menyebutkan :

“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk memberikan perlindungan khusus. kepada anak dalam situasi darurat, anak
yang berhadapan dengan hukum dan seterusnya”.

2. Pasal 64 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,
menyebutkan Ayat (1): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik

dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan

27 pasal 1 Angka 3,4,5, Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak
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tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ayat (2): Perlindungan khusus bagi
anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilaksanakan melalui:*?®

telah berumur 12 ( dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan

belas) tahun yang diduga\ melakukan tindak pidana”. Atau dengan kata

lain yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang nomor 11 Tahun

2012 adalah anak yang memenuhi syarat sebagai berikut:**’

128 R Wiyanto, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
Hal. 15
' Ibid, Hal.8
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Lebih lanjut mengenai pengertian anak sebagai pelaku tindak pidana.
Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh

hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan

iy disay yejepe il udwnyo(]
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6) Hak untuk memperoleh asuha Hak untuk memperoleh bantuan.
8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.

9) Hak untuk memeperoleh pelayanan khusus.

10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

30 Bab Il Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur
tentang hak-hak anak atas kesejahteraan
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Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab Il bagian

kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:***

1. Hak atas perlindungan

kemanusiaan,

berbangsa, dan

bernegara.
5.
6. , diarahkan, dan
7.
8.
9.

10. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999
132

tentang hak asai manusia yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.

31 Bab Il bagian kesepuluh, pasal 52-66, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia

132 pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak asai manusia yang dirampas
kebebasannya
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b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan
memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya

dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

antuan lainnya secara

0 i
%‘M‘- .Qa

5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan
luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak
mendapatkan pendidikan khusus.

7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.

133 pasal 4 - Pasal 18, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang dilakukan perunahan pada
Umdamg-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
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8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..
9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan

sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

12) Hak untuk mempero an sesuai dengan hukum.

13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
a)  mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya
dipisahkan dari orang dewasa;
b)  memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif

dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
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c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan

anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk

umum.

12 tahun 1 ) seorang anak

pidana me Kecuali huruf

g, dengan de

yang tidak dilarang;

g. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu
lainnya;

h. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

i. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi

134 pasal 22 ayat (1) UndangUndang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
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keluarga;

J. mendapatkan pembebasan bersyarat;

k. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
dinyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara
anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan
hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Selain itu, dalam Pasal 17

dijelaskan lebih lanjut mengenai hak dari anak yang dirampas

13 pasal 66, Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
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kebebasannya, yakni meliputi:

136

a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya

dipisahkan dari orang dewasa;

“‘é}

D

('
%
o
&
A
.

bagi anak;

e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap
perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan

orang tua atau keluarga; dan

136 pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
37 pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
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g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa
dan untuk menghindari labelisasi.

Secara lebih lanjut, dalam Pasal 4 (1) Undang-Undang No 11

”
’

entuan peraturan

“\Q\\Q e s

-
2
-

3. Tinjauan meng
1. Pengertian Tindak Pide

Pada dasarnya dalam Unda istem Peradilan Pidana Anak tidak
dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya
hanya berupa apa itu system peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu

,Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11

Tahun

138 pasal 4 (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
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2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1),(2),dan (3) yaitu :**
ayat (1) adalah “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses

penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap

dengan jadi i .‘ﬁ ang menjadi
bl
=

defenisi tindak pidana anak itu belum ada di Indonesia dan dalam Undang-Undang
system peradilan pidana anak dijelaskan daris segi filosofinya yaitu anak yang
berhadapan denbgan hukum atau peradilan.

2. Bentuk Kenakalan Anak

139 pasal 1,2,3, Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana
anak
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Kenakalan anak sering disebut dengan "juvenile delinquency” yang artinya
anak cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa delinquency adalah

suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap

Ting aku ya : A Mas: : slinguency menurut

Adler adala

sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di
tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam

kedurjanaan dan tindakan asusila

10 Romli Atmasasmita,2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia,
Rajawali Pers, Kota Besar, him. 23
I Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, him. 13 - 14
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e. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan

mengancam, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menculik,

tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;

pengakuan oS a k s de kecewaan ditolak
cintanya ole
h. Kecanduan dan ketac 1 - *. I i u, drug anja) yang erat
berkaitan de
i. Tindakan-tinda amoral sc Ca ang-terar anpa tedeng aling-
aling, tanpa d asar. Ade a_bebas tanpa kendali

( iscui : : ; menuntut hak dan

pada anak remajadi sertai dengan tindakan-tindakan sadis;
k. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga
menimbulkan akses kriminalitas;

I. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan

pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
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m. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan
pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;

n. Perbuatan asosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak

ketertiban, atau meng amanan orang lain.

2) Menyebabkan kebakaran di muka umum.
b. Melakukan pelanggaran terhadap ketertiban, meliputi:

1) Membuat  kegaduhan,  keramaian  sehingga  mengaganggu
masyarakat.

2) Menggelandang.

142 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 489, 490, 492, 497, 503, 505,
514, 517, 518, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540
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3) Penadah.

4) Pemalsuan.

5) Perusakan informasi di muka umum.

Sistem Peradilan Pidana Anak, ana atuhi pidana sebagai berikut:'*

a. Pidana Pokok 1)
pidana peringatan
2) pidana dengan syarat:

a) pembinaan di luar lembaga

143 pasal 69 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
14 pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
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b) pelayanan masyarakat, atau

C) pengawasan.

3) pelatihan kerja

berupa p a enda, pid ] elatihan  Kkerja.
Pelaksanaan pidana yang an kepada Ar lars anggar harkat dan

martabat ana

Undang-Undang 1 Ta ang em Peradilan Pidana Anak,

meliputi:**

1) pengembalian kepada orang tua/Wali
2) penyerahan kepada seseorang
3) perawatan di rumah sakit jiwa

4) perawatan di LPKS

145 pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
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5) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang

diadakan oleh pemerintah atau badan swasta

6) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak

protection) atau

(Tholib Setiady,

meneliti bagaimana cirri-ciri khas atau cirri umum yang amat menonjol pada
tingkah laku dari anak-anak puber tersebut, antara lain:'*’
1) Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar

serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan

148 prof. Dr. Sofyan S. Wilis, M. Pd. 2010, Remaja Dan Masalahnya, Mengupas Berbagai
Bentuk Kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Sex Dan Pemecahannya, Alfa Beta
Bandung, Bandung, 179

" Ibid, Hal. 181-182
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masyarakat dewasa ini sedang demam materiil di mana orang
mendewakan kehidupan luk atau kemewahan, sehingga anak-anak

muda usia yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi

nafsu serakah dunia

dalam bentuk

an diri sendiri

3)

4) Keluar daripada dunia objektif
kearah dunia subjekti ehingga ia tidak lagi suka pada
kegunaankegunaan teknis yang sifatnya pragmatis, melainkan lebih
suka bergerombol dengan kawan sebaya.

5) Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari
identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku “ideal” sebagai

identitas baru serta substitusi identifikasi yang lama.
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Hal-hal tersebut, dapat dimengerti dimana fase remaja merupakan fase
transisi dimana tingkah laku anti sosial yang potensial menimbulkan kehilangan

kontrol dan kendali emosi. Apabila tidak diiringi dengan tanpa adanya pembinaan

1 kenakalan ini akan

yang menyatake 3 g er a.masalah juvenile

delinquen

1)

pada kelebihan

i serta kesukaan

.@ ; ar sekolah, antar suku

(tawuran), sehln : ji

4) Membolos sekolah lalu bergelandang sepanjang jalan atau bersembunyi
di  tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen
bermacammacam kedurjanaan dan tindakan a-susila.

5) Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan

mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas,

%8 |bid, 180- 181
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menjambret, menyerang, merampok, menganggu, mMmenggarong,

melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya,

mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya.

an hubungan seks

il [11aid r‘
ﬁh\“ .@& . adaan kacau

C. Tinjau
1. Gambar

provinsi
Riau,Indon rmasuk sebagai
kota dengan nggi. Pekanbaru
mempunyai s ‘g Itan Syarif

o

Kasim Il dan te 0 Bandar Raya

yang multi-etnik, keberagama enjadi kepentingan bersama untuk
dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.'*°

2. Letak Geografisnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1987 tanggal 7 September

1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 km? menjadi lebih

49 Darmawati, 2008, Dertiminasi Resgistrasi Penduduk di Kota Pekanbaru, Teroka Riau,
Riau, Hal. 61
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kurang 446,50 Km2, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil

pengukuran/pematokan di lapangan olen BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas

wilayah Kota Pekanbaru adalah 532,26 Km?® Secara geografis kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten
Pelalawan

3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

10 Badan Pusat, Statistik,2014, Pekanbaru dalam Angka, Jurnal analisis, Hal.1
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4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar
3. Kependudukan

Masalah penduduk di kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lainnya

g meliputi
dan anak,

perpanjang eimbang serta

QRN

AN

pengemba

/ang harus
ditingkatka

Dats dan tahun 2013
sebanyak 9 i pertambahan
sebanyak 34 amatan, daerah

dengan pend

yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis
Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari
total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang.
Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa,

Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke

%1 1bid, Hal. 3
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Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu

mendominasi struktur birokrasi pemerintah kota. Namun sejak tahun 2002

hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau,

Tionghoa
seperti dar
Tionghoa an Padanc 3 en ekanbaru, terutama

setelah era enium  dika can perekono Peka U"yang bertumbuh

pendudukan A g : : a_j ekaligus sebagai pekerja

romusha dala

Agama Islam merupaka I agama yang dominan dianut oleh
masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik,
Khonghucu, dan Hindu juga terdapat di kota ini. Sebagai bagian dalam
pembangunan kehidupan beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994 ditunjuk untuk

pertama kalinya menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat

nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Al- qur’an ini, jika sebelumnya
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diikuti oleh satu orang utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini
setiap provinsi mengirimkan 6 orang utusan.

Data yang dikumpulkan Kementrian Agama menunjukkan bahwa pada

kelompok kesehatan yang pada aporan tercatat mengalami deflasi
masingmasing sebesar 0,88% dan 0,02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru
pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2,26% terus mengalami peningkatan sejak
awal tahun 2010 yaitu 2,07% pada bulan Januari 2010 dan 2,14% pada bulan

Februari 2010.

152 1hid, Hal.5
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Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru telah memegang

peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan

cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan

Pekanbaru,
The Central

6. Pendidi

Pendidikan me : ; ‘]ﬂ pan bangsa, oleh

sebab itu berha of garuhi oleh tingkat

dan kelas disemua tingkat sekolah dalam lingkungan Depdikbud tidak banyak
mengalami perubahan.

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini diantaranya adalah
Politeknik Caltex Riau, Universitas Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah

Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai tahun

2008, di Kota Pekanbaru sekitar 13,87% masyarakatnya dengan pendidikan
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tamatan perguruan tinggi, dan masih didominasi tamatan SLTA sekitar 37,32%.
Sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94% dari penduduk

kota

beberapa kera elayu ara la ’ dan Kerajaan Riau
Lingga di au; '"j ks : npa alawan, Segati, dan
Gunung Sahila :

Bagi masyarz 2nting perannya
dalam Adat i

persiapan sa

N
QO
2
3
o
o
Q.
QD
3

mempergunakan

'b.
<
2 ;
S
Q
o
=
)
3
o3
o
=
@
o
o
5

filosofi yang mence

masyarakatnya.

Didalam masyarakat Melayu Riau dikenal beberapa bentuk perkawinan
antara lain: Perkawinan biasa (perkawinan secara wajar dan normal), kawin
gantung (nikah gantung: kawin ganti tikar), kawin tukaer anak panah, kawin dua

setengger, kawin lari dan sebagainya. Dari bentuk-bentuk perkawinan, yang
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dihindari masyarakat adalah kawin lari, karna dapat menimbulkan aib malu bagi

keluarga dua belah pihak, bahkan persukuan dan kampungnya.™

BAB Il HASIL PENE PEMBAHASAN A. Faktor
Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalulintas oleh anak yang
tidak memiliki SIM di wilayah Kepolisian Resor Kota
Pekanbaru.

Membahas tentang kriminologi khususnya bidang sosiologi hukum pidana
yang mengarahkan studynya pada proses pembuatan dan bekerjanya

undangundang, dapat memberikan sumbangannya ya ng besar dalam bidang

153 Suwardi, 2008, Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/ Kta Sekota Se-
Provinsi Riau, Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, Riau, Hal. 273

105



sistem peradilan pidana yang berupa penelitian tentang penegakan hukum, akan
dapat digunakan untuk memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum seperti
untuk memberikan perhatian terhadap hak terdakwa maupun korban kejahatan,

disamping untuk pefundang uindangannya sendiri:**

H.M Ridwan dan Ediwarman, maka kriminologi dapat dibagi dalam dua
kajian, yaitu Kriminologi dalam? arti 'sempit . ialah ilmu pengetahuan yang
membahas masalah masalah kejahatan mengenai bentuk bentuknya, sebab dan
akibat akibatnya, (Mendrofa, Maya Etrisna, 2013 p. 18).'°**°

Kriminologi dalam arti luas ialah semua pengertian kriminologi dalam arti
sempit dan ditambah dengan kriminalistik. Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan
yang mempelajari cara agar menyelidiki perbuatan kejahatan atau pelanggaran
hukum, yakni meliputi: penyelidikan perseorangan misalnya pembicaraan lisan
secara langsung pada penjahat kepada saksi-saksi dan korban, penyelidikan

terhadap bekas sidik jari, ilmu racun, ilmu kedokteran kehakiman, dil.**’
Dalam penelitian Skripsi Ini penuis menggunakan teknik Purposive
Sampling. Penjelasan tentang Purposive Samling adalah teknik penentuan sampel

dengan pertimbangan tertentu”, Sedangkan menurut. > “Sampel dilakukan dengan

154 Zulkarnain S, SH., MH, 2016, Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi, Al-
Mujtahadah Press, Pekanbaru, Hal. 55

1% Mendrofa, Maya Etrisna, 2013, Skripsi Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana
Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orangtua Terhadap Anak
Kandungnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor :

15 /pid.Sus/2012/Pn.Ta), Jurnal Analisis, Universitas Sumatra Utara, Sumatra Utara, Hal.
18

57 Zulkarnain S, SH., MH, op. cit. Hal. 49

158 Asrof Safi'i, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jurnal Analisis Surabaya: eLKAF,
2005, hal. 134

106



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi

didasarkan atas adanya tujuan tertentu”. Berikut tabel yang disajikan.

g

e ‘Ab‘

NN

siswa-siswi SMAN 14 pekanbaru Pada tanggal 10 April 2022, terkait dengan

masalah pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak di Wilayah Kota

Pekanbaru. Sebagai berikut:

1. Anak berinisial IAH kelas 11 SMA 14 Pekanbaru Melakukan pelanggaran
lalulintas tidak memiliki Surat izin mengemudi, dan tetap mengendarain

kendaraan bermotor karena faktor dari kesibukan orangtua yang bekerja,
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3.

4.

sehingga harus tetap menggunakan kendaraan bermotor untuk kesekolah. Dari
wawancara diatas dapat simpulkan bahwa faktor penyebab pelanggaran

lalulintas oleh anak di karenakan dari faktor keluarga atau orangtua yang sibuk

y aru melakukan
R

entingganys ﬂ' liki surat izin
‘-'. - aan bermotor.
menjadi faktor
penyeba pendikan atas
pelanggara
Anak be

dikarena

'%‘5‘@“

N

bermotor
terjadinya pe

membebaskan a

-
-
Q)
3
3
=3
g
o
QD
-
=
o
QD
g
>
QD
[

bahayanya berkendara ta

Anak berinisial MF dari kelas 1 A 14 pekanbaru, mengutip dari anak
tersebut yang memberi jawaban terhadap wawancara, dia melakukan
pelanggaran lalulintas tidak memiliki surat izin mengemudi dan tetap
mengendara kendaraan bermotor karena malu dengan teman-teman jika tidak

memiliki dan tidak mengendaraain kendaraaan bermotor, sehingga bagi dia

harus mengendarai kendaraan bermotor agar terlihat baik di mata
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temantemannya. Dari yang terjadi oleh anak tersebut dapat Kita lihat bahwa

faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalulintas adalah faktor pegaulan yang

mengharuskan anak tersebut mengendaran kendaraan bermotor.

pelanggaran lalulintas yang cukup berbeda, yaitu kurangnya akses kendaraan
umum bagi masyarakat, sehinga mengharuskan untuk berkendara kendaraan
bermotor tanpa memiliki surat izin mengemudi (SIM).

Berdasarkan wawancara diatas, peneliti mendapatkan kesamaan
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bersadarkan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalulintas terhadap
anak yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM). Maka faktor-faktor yang
mempengaruhi pelanggaran Lalululintas yang dilakukan oleh anak di wilayah

Kepolisian Resor.Kota Pekanbaru.yaitu:*>°

1. Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkunga sosial yang terdekat untuk membesarkan,
mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan
utama. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam
perkembangan anak. Peran keluarga sangat penting terhadap terjadinya pelangaran
lalu lintas yang dilakkan oleh anak dibawah umur. Alasannya bila orang tua tidak
membiarkan anaknya yang masih dibawah umur mengendarai sepeda motor maka
peluang pelanggaran Lalulintas tidak terjadi. dapat menyimpukan bahwa anak
sekolah berpotensi melakukan.pelangaran Lalu Lintas tidak terlepas dari adanya
dukungan orang tua/keluarga, hal ini dapat dilihat ketika orang tua mengetahui
bahwa anaknya mampu mengendarai kendaraan bermotor di usia saat ini namun
tidak memberi pengawasan yang ketat terhadap-anaknya untuk mengendarai
kendaraan bermotor. Dari sini dapat dilihat bahwa anak yang masih dibawah umur
masih sangat membutuhkan pengertian dan pengawasan dari keluarga karena
dengan adanya pengawasan dari keluarga maka si anak akan lebih terarah, selain
itu keluarga mempunyai peranan besar terhaap perkembangan anak itu sendiri,
karena jika orang tua tidak mendukung dan menfasilitasi, maka si anak tidak

mungkin membawa kendaraan dan melakukan pelangaran karena kurangnya

159 A Amriani, 2017, Skripsi Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalulintas Oleh Anak Di
Wilayah Polres Jeneponto, Jurnal Analisis, UIN Alaudun Makasar, Makasar, Hal. 59 - 61
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pengetahuan berlalu lintas..*®

2. Faktor pendidikan

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa para anak, atau dengan

ndidikan anak, bhak

. .Qg. enunjukkan

bias lebih : san - a si a arang membawa

Harus disadari bahwa b garuh lingkungan terhadap remaja,
terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Anak
menjadi delikuen karena banyak di pengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan

yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada

160 Atmasasmita, Romli, 1992, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks
Penegakan Hukum Di Indonesia, Alumni, Bandung, Hal. 50

181 Budiman, Novita Indriani, 2017, Skripsi Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran
Lalulintas Yang dilakukan Oleh Anak, Jurnal Analisis, Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin, Makasar, Hal. 49
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pembentukan perilaku yang buruk, sebagai produknya pada anak tadi suka
melanggar peraturan, norma social dan hukum normal. Para anak menjadi
delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap
pengaruh eksternal'yang menekan dan memaksa sifatnya. Karena itu semakin luas
anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin
lam pula proses berlangsung asosiasiideferensial tersebut dan semakin besar pula
kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal. Datam hal ini‘peran orang tua
untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga
dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersifat formal dan tegas
supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan

pergaulan yang.kurang baik.*®

Dari penelitian purposive sampling yang peneliti lakukan, peneliti dapat
menerek kesimpulan bahwa 2 anak melakukan pelanggaran lalulintas tidak
memiliki surat izin' mengemudi karena faktor penyebab dari keluarga yang dimana
Keluarga merupakan lingkunga sosial yang terdekat untuk membesarkan,
mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan
utama. Oleh karena itu “keluarga "memiliki peranan yang penting dalam
perkembangan anak. Peran keluarga sangat penting terhadap terjadinya pelangaran
lalu lintas yang dilakkan oleh anak dibawah umur. Alasannya bila orang tua tidak
membiarkan anaknya yang masih dibawah umur mengendarai sepeda motor maka
peluang pelanggaran Lalulintas tidak terjadi. Tetapi disini dapat kita lihat bahwa

peran keluarga atau orangtua yang malah memberi izin kepada anak untuk

162 Abdullah, soejono soekanto & Mustofa, 1980, Ssosiologi Hukum dan Msayarakat,
Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 96
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berkendara kendaraan bermotor dikarena kan kesibukan yang dimiliki oleh

orangtua yang tidak memikirkan bahayanya berkendara tanpa memiliki surat izin

mengemudi.

peraturan : : . : endara ‘dengan memiliki
surat izin
dapat sedik j angka : ' JI anak yang tidak
memiliki s Z eng ‘j ) da a tahun 2020 berjumlah

1.665 anak c eroleh pene ¢ atlantas Resort Kota

No. Tahun 2020
1 249

2 SLTP 906

3 USIA <17 Tahun 510

4 Jumlah 1665

Sumber : Kepolisian Satlantas Resort Kota Pekanbaru
Dan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di SMA 14 pekanbaru,

peneliti jugak mendapat faktor penyebeb terjadinya pelanggaran lalulintas tidak
memiliki surat izin mengemudi karena faktor pergaulan yang memnyebabkan

anak melakukan pelanggaran lalulitas terutama tidak memiliki surat izin
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mengemudi dan tetap berkendara, karena beberapa anak dari hasil wawancara
berkata bahwa malu jika tidak memiliki atau berkendara kendaraan bermotor
karena dari kawan-kawan meraka sebagian besar memiliki kendaraan bermotor,
tanpa memiliki surat 1zin. mengemudi, dari-sini dapat. kita lihat pengaruh
lingkungan terhadap remaja, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan
lingkungan tersebut. Anak menjadi ‘delikuen, karena banyak di pengaruhi oleh
berbagai tekanan pergatlan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan
dan memaksa pada pembentukan perilaku yang buruk, sebagai produknya pada
anak tadi suka melanggar peraturan, norma social dan-hukum normal. Para anak
menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi
terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.**®

Dan juga dari penelitian yang peneliti lakukan di SMA 14 Pekanbaru, dari
hasil wawancara anak, peneliti mendapatkan jawaban yang menarik berupa faktor
penyebab pelanggaran lalulintas berupa jauhnya tempat tinggal dan jauhnya aksen
kendaraan umum bagi anak tersebut yang mengakibatkan keharusan bagi anak
tersebut untuk berkendara kendaraan bermotor tanpa memiliki surat izin
mengemudi untuk sampai kesekolah. dari sini.dapat kita ambil bahwa selain peran
keluarga, peran pendidikan dan pergaulan, faktor dari pemerintah berupa
infrastruktur kendaraan umum juga berperngaruh menjadi faktor penyebab
terjadinya pelanggaran lalulintas. Karena kurang meratanya akses kendaraan
umum bagi masyarakat terutama anak yang memiliki tempat tinggal yang jauh dari

akses kendaraan umum tersebut.

183 1bid, Hal.20
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Dari peneliian yang dilakukan bagi anak yang tidak memiliki surat izin
menemudi dapat dikenakan aturan mengenai SIM sebagai salah satu izin yang sah
mengemudikan kendaraan bermotor sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor
22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 106 ayat (5)
huruf b. Jika pengemudi tidak bisa menunjukkan SIM atau tertinggal maka akan
dikenakan sanksi seperti tertuang: dalam WU LLAJ 22 tahun 2009 pasal 288 ayat
2, yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan
yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000 (dua ratus
lima puluh ribu.rupiah.*®

Namun, sanksi lebih berat akan dikenakan untuk pengendara yang tak
memiliki SIM seperti diatur, dalam pasal 281 pada UU LLAJ, yaitu dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak
Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Sanksi berupa denda atau kurungan ini sudah
tertulis pada Pasal 281 di UU Nomor 22 Tahun 2009 yang berisi: Setiap orang
yang mengemudikan Kendaraan Bermotor.di Jalan yang tidak memiliki Surat 1zin
Mengemudi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda
paling banyak Rp 1 juta.'®®
Dari Undang-undang LLAJ yang telah dijabarkan diatas dapat kita lihat sangat

kerasnya sanksi yang dijatuhkan bangi pengendara yang tidak memiliki surat izin

164 pasal 106 Ayat (5) Huruf B, Pasal 288, Ayat 2, Undang — Undang Nomor 22 Tahun
2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

185 pasal 281, Undang — Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
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mengemudi. Tetapi sejauh ini belum disadari sepenuhnya oleh masyarakat luas

yang mengakibatkan masi banyaknya angka pelanggaran lalulintas yang tidak

memiliki surat izin mengemudi. Berikut table pelanggaran lalulintas tahun 2020,

JANUARI

2 FEBRUARI 364 53 210 101
3 MARET 339 21 236 82
4 APRIL 236 11 172 53
5 MEI 1 1
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ISJIAIU

nery we[sy sej

6 JUNI 48 8 20 20

7 JULI 95 17 11 67

‘)

wal

S ALRAN AN

2y
ﬂ‘ :

tingkat SD sebanyak (249 pelanggar), pelanggaran lalu lintas terhadap anak pada

tingkat SLTP sebanyak (906 pelanggar), pelanggaran lalu lintas terhadap anak <17
tahun sebanyak (510 pelanggar).

Masih banyak lagi anak yang mengendarai kendaraan tanpa memiliki surat
izin mengemudi yang belum di terlihat oleh aparat kepolisian. Dalam hal ini Polisi

Republik Indonesia bertugas sebagai penegak hukum dalam terciptanya keamanan

117



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

di dalam negeri demi terjaganya ketentraman dan kedamaian masyarakat, dan taat

aturan, menjaga, mengayomi dan melayanan masyarakat, terbentukan asai

manusia demi terbentuknya kedamaian masyarakat.

dalam Pasal 77
dan Angkutan
pelanggaran. 1%
Pelanggaran didiamkan dan

dianggap remeh ke anakeI @ : girbangsa yang harus

tumbuh dan be

sosialnya.
Anak pada Upakan usia yang sangat
rawan terjadi kenakalan k ahan pada diri mereka. Ketika

anak mengalami peningkatan usia ter ingkungan mereka dalam bergaul pun
akan ikut mengalami perubahan. Dari lingkungan baru inilah anak akan
mendapatkan pengaruh dari orang lain maupun lingkungannya, baik itu pengaruh

yang baik ataupun pengaruh yang buruk. Berikut data jumlah pelanggaran

1% pasal 77, Ayat 1, Undang — Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
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lalulintas tidak memiliki SIM yang di lakukan oleh anak berdasarkan pendidikan
dan usia pada tahun 2020 di Wilayah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wanwancara yang telah dilakukan peneliti terhadap

Kurangnya kesadara 3 g enge ., atas Undang
Undang N
pengarahan
anak, dan ekanbaru yang
memasuki jala ak menuju jalan
raya terbatas, y

mengakibatke dan  bapak
Taufikqurrah faktor tersebut

mengakibatkan a : | aan bermotor tanpa

Q@.‘

B. Upaya Penanggulangan P

tau bahaya dan faktc

\\‘»

alu Lintas Yang Dilakukan Oleh
Anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
Berdasarkan hasil wanwancara yang telah dilakukan peneliti terhadap

bapak Bripda Taufiqurrahman sebagai Kepolisian Resort Kota Pekanbaru pada

87 Wawancara dengan Bripda Taufiqurrahman sebagai Kepolisian Resort Kota
Pekanbaru pada tanggal 5 april 2022
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tangal 5 April 2022, Penerapan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran

lalulintas oleh Anak yaitu sebagai berikut :'%®

1. Pembiaran terhadap pelanggaran

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap bapak Bripda
Taufiqurrahman sebagai Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, pada tanggal 5 April

2022, Upaya vyang dialakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi
pelanggaran

Lalu Lintas yag dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut :**°

1%8 \Wawancara dengan Bripda Taufiqurrahman sebagai Kepolisian Resort Kota
Pekanbaru pada tanggal 5 april 2022
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1. Melakukan sosiolisasi pemyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah- sekolah

2. Turut serta melaksanakan kegiatan sekolah, yaitu aparat kepolisian yang

menjadi Inspektur Upacara di sekolah-sekolah
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lidasarkan pada

a atau tindakan

mempertimbangka \@ *

"

Anak yang belum ber

laporan pembimbing ke

X\ )

pelas) tahun, walaupun melakukan
tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal yang
demikian di dasarkan pada pertimbangan sosiologis, bahwa anak yang belum

berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan

189 Wawancara dengan Bripda Taufiqurrahman sebagai Kepolisian Resort Kota
Pekanbaru pada tanggal 5 april 2022

% pyrnomo, Bambang, 2006, Pelaksanaan Pidana Dengan Pemasyarakatan, Rajawali
Pers, Yogyakarta, Hal. 103
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perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan
tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk

menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka

lingkungannya. Disa it DE : oran pembimbing
kemasnyara
Undang- u Angkutan Jalan
Pasal 1 bah an sistem yang
terdiri atas 5 dan angkutan

emudi, pengguna

pelanggaran dan juga umur mereka yang belum cukup untuk memiliki SIM (surat

izin mengemudi) yaitu salah satu syarat kelengkapan dalam berkendara.

"I Mahkamah Agung RI, https://www.pnpalopo.go.id/index.php/berita/artikel/363sekilas-
tentang-sistem-peradilan-pidana-anak, (Diakses Pada 30 Juni 2022).

2 Mahkamah Agung R,
https://www.pnpalopo.go.id/index.php/berita/artikel/363sekilas-tentang-sistem-
peradilan-pidana-anak (Diakses Pada 30 Juni 2022). *** Atmasasmita, Romli, 1994,

Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT Eresco, Bandung, Hal. 66
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Dalam hal upaya menanggulangi perilaku anak sekolah yang tidak taat dan
kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak cukup umur untuk

memiliki SIM (surat izin mengemudi), maka aparat dalam hal ini polisi Lalu

gah terjadinya
baik daripada

mencoba u , Sebagaimana

=

semboyan ertbaiki penjahat

perlu diperh

AvAEN

-
At

beralasan bi
oleh siapa saj
2. Upaya rep

Upaya kejahatan secara

perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan
yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan
masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan
melakukan mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Bila dalam upaya untuk pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak di

Wilauah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dengan cara preventif masih saja
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banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Lalulintas maka dalam hal ini aparat
kepolisian harus melakukan upaya represif untuk menindaki anak sekolah yang

melakukan pelanggaran agar ada efek jerah yang dirasakan oleh anak yang

undangan

SN

menghadiri

atas barang

AN

tetapi berjanji

surat prnyataan

1. Melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin dalam bentuk oprasi di

sekolahsekolah

2. Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas
3. Menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas.

Bagaimana bentuk uapaya dan peranan yang dilakukan aparat kepolisian

dalam menanggulangi permaalahan pelanggaran Lalulintas yang dilakukan oleh
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anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah cara aparat kepolisian
untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas karena berdasarkan fakta
yang ada sebagian besar kecelakaan Lalu Lintas disebabkan oleh pelanggaran Lalu
Lintas.

Bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut,
sehingga sempel merupakan .bagian “dari’ populasi yang ada, sehinga untuk
pengambilan” sempel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh
pertimbangan-pertimbangan yang ada merupakan pengertian dari sempel®” Dari
data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terdapat sebanyak
1.565 anak dan yang tidak memiliki SIM sebanyak 344 pelangar yang melakukan
pelanggaran terhadap Pasal 77 ayat 1 UULLAJ Na 22 Tahun 2009.

Penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi
pelanggaran lalu lintas yang. dilakukan oleh anak. Usaha peningkatan kegiatan
lebih diarahkan kepada usaha pre-emtif, preventif dan represif. Sesuai dengan
fungsi kepolisian yang dimuat didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan
ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan
pelayanan kepada masyarakat. Hal ini jelas terbukti dimana dengan semakin
banyaknya pengendara sepeda motor oleh anak yang lalu lalang di jalan raya dan
membawa motor ke sekolah.

Berdasarkan hasil wanwancara yang telah dilakukan peneliti terhadap

bapak Bripda Taufiqurrahman sebagai Kepolisian Resort Kota Pekanbaru pada

13 Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
Hal. 119-121.
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tanggal 5 april 2022, Dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang
dilakukan oleh anak, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Kepolisian Resor
Kota Pekanbaru yaitu:

1. Kurangnya Personil

Salah satu faktor yang menghambat kinerja Polisi Lalu Lintas dalam
menjalankan tugasnya yaitu kurangnya personil polisi satuan lalu lintas, adanya
oknum aparat penegak hukum yang mau menerima suap dan kurang patuh dengan
aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan dan faktor sarana dan fasilitas.
2. Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Anak

Kurangnya kesadaran hukum pada anak dalam mematuhi atura-aturan yang
ditentukan dalam berkendara di jalan raya, dimana seorang anak belum boleh
mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, selain _sangat berbahaya bagi
dirinya juga berbahaya bagi pengendara lain'maupun pengguna jalan yang berada
di jalan raya, juga karena anak tersebut belum cukup umur umtuk memiliki SIM.
Yang mana SIM adalah salah satu ssyarat untuk berlalu lintas. Selama anak
tersebut mengendarai kendaraan bermotor maka dia telah melakukan pelanggaran
lalu lintas. Jika anak yang melakukaan pelanggaran lalu lintas yang terjaring oleh
polisi kebanyakan mereka tidak mau ditilang, dan memiliki banyak alasan agar
polisi membebaskannya. Mereka tidak mau menerima surat tilang sehingga polisi
kesulitan untuk melakukan penilangan. Dan juga adanya peran dari orang tua yang
terkadang membela anaknya yang kedapataan terjaring melakukan pelanggaran
lalu

lintas.
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A. Kesimp
Dari hasil pene penuli 3 pe adap sample siswa-

siswi SMAN 14 pe i masala Lalu Lintas yang

Kepolisian Resor Kota Pekanbart arek kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalulintas oleh anak yang tidak
memiliki surat izin mengemudi (SIM) di wilayah Kepolisian Resor Kota
Pekanbaru adalah Faktor Keluarga, Faktor Pendidika, Faktor pergaulan atau
lingkungan. Dan beberapa seperti Kurangnya kesadaran pada anak tentang

pentingnya pengetahuan atas Undang Undang No 22 tahun 2009 tentang
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lalulintas dan angkuan jalan, tidak adanya pengarahan oleh orang tua tentang
bahayanya berkendara dijalan raya terhadap anak, dan kurangnya moda

trnsportasi umum di Wilayah Kota Pekanbaru yang memasuki jalan-jalan kecil

adalah

peninda ida : Jjﬂ aksimal. juga
Melaku isas _*: han tertib di” sekolah-sekolah,
Turut serta-melaksana i C ah, ya at kepolisian yang
menjadi D ' an siswa-siswi

untuk me . eni pepengetahuan tertib
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B. Saran

memberikan

Berdasar da Si 1 : aka penulis dapat

motor ke sekolah, Dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum
hendaknya pihak kepolisian menambah anggota personil polisi lalulintas, serta
pihak kepolisian juga diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepada orang
tua, anak dan masyarakat dengan memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah

serta lingkungan masyarakat dan sekolah dapat berpatisipasi dalam mencegah

terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

129



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

2. Diharapkan pihak kepolisian lalu lintas saling bekerja sama dengan pihak

sekolah-sekolah serta memberikan sosialisasi dan penguluhan untuk mencegah

terjadinya peningkatan penengendara sepedar motor oleh anak dan kepada

orang tua unt ngkungannya. Hal ini

\‘h!‘\“ .&eo h, anak dan

mengenda eda n i dalam peraturan

lalu lintas seg ) : a kelengkapa at 1zin.Mengemudi (SIM).
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak

4. \Website

https://redaksisulut.com/peran-polisi-dalam-memelihara-keamanan-dan-ketertiban/,
Diakses pada 24 Juli 2021 pukul 13.41

http://ml/.scribd.com/doc/58869746/T ugas.polisi-lalu-lintas (Dikunjungi pada 5 Januari
2022, Pukul 13:00)

https://kbbi.web.id/polisi, (Diaskses pada 19 Juni 2021, Pukul 20:00)
https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/perkap-no-23-tahun-2010.pdf,
Diakses pada 24 Juli 2021 pukul 13.41)

Lucky, “Berita Terkini: Keselamatan Jalan™ http://rsa.or.id/ini-klasifikasi-
pelanggaranlalu-lintas-di-indonesia (Diakses pada 5 Januari 2022, pukul 13:00)
Mahkamah Agung RI, https://www.pnpalopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-
sekilastentang-sistem-peradilan-pidana-anak, (Diakses Pada 30 Juni 2022).
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